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BAB I 

  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menikah adalah salah satu syariat yang mulia. Diperintahkan Allah dalam 

Al-Qur‟an dan diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallau „Alaihi Wasalam 

dalam sunahnya. Fitrahnya, manusia dibekali dengan nafsu dan syahwat. 

Menikah adalah jalan yang halal untuk menyalurkan fitrah tersebut. Jalan yang 

yang dibenarkan baik dalam agama, budaya, maupun hukum negara.
1
 

Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan 

yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyariatkan 

dijalaninya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan 

pertemuan itu sehingga terlaksananya perkawinan.
2
 

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua 

makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia 

adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-

Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.
3
  

Islam menyukai perkawinan dan segala akibat baik yang bertalian dengan 

perkawinan, bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi 
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kemanusiaan pada umunya.
4
 Pernikahan akan berperan setelah masing-masing 

pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan 

dan pernikahan itu sendiri.
5
    

 Islam memandang bahwa pernikahan adalah sebagai wadah yang baik 

untuk mengikat kasih sayang manusia. Peristiwa ini akan dikenang selalu dan 

diabadikan dalam kenangan foto dan video sehingga akan mudah teringat 

masa yang menyenangkan dalam sejarah hidupnya. Sebagai wujud rasa syukur 

kepada Allah SWT pada peristiwa ini, maka dikenanglah dengan 

mensosialisasikan akad nikah dengan pesta pernikahan, dalam syariat Islam 

menyebutnya dengan walimah. 

Islam mengajarkan supaya perkawinan diumumkan agar tidak terjadi 

kawin rahasia yang dilarang, dan untuk  menampakkan kegembiraan dengan 

adanya peristiwa dihalalkan. Pernikahan supaya diberitahukan kepada umum 

agar diketahui oleh orang banyak.
6
 

Sabda Na bi Shallallau „Alaihi Wasalam juga pernah memerhatikan 

„Abdurrahman bin „Auf r.a ketika ia hendak menikah: 

 اَوْلِْ وَلَوْ بِشَاتٍ 
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“Adakanlah resepsi (walimah) meskipun hanya dengan satu kambing”. (HR. 

Al-Bukhari [5169]).
7
 

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadis ini tidak 

mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama karena 

yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang 

berlaku dikalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa 

lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan 

menyesuaikannya dengan tuntutan Islam.
8
 

Dalam walimatul „ursy, tidak disyaratkan harus dengan menyembelih 

kambing atau lebih, itu dikembalikan kepada kemampuannya, memberitahukan 

dan menyebarkannya menurut jumhur ulama adalah sunnah. 

Berkata Syaikh Abu Syujak: 

هَا وَاجِبَةٌ اِلاَّ مِنْ عُذْرٍ.وَالْوَليِْمَةُ عَلَى  الْعُرْسِ مُسْتَحَبَّةٌ وَالِإجَابةَُ اِليَ ْ  

“Walimah (selamatan) dalam perkawinan adalah sunnat, sedangkan 

mengabulkannya adalah wajib kecuali karena uzur”.
9
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 Tujuan mengadakan walimatul „ursy secara umum untuk memperkenalkan 

bahwa kedua mempelai sudah menikah dan masyarakat mengetahui dan 

mengerti bahwa kedua mempelai sudah sah menjadi suami istri.
10

  

Mengadakan pesta pernikahan adalah suatu tradisi yang sejak dulu sudah 

ada namun terdapat perbedaan-perbedaan dalam proses pelaksanaannya, dalam 

Islam perayaan pesta pernikahan disebut sebagai walimatul „ursy. Dalam ajaran 

agama Islam budaya disebut dengan al-urf  atau kebiasaan-kebiasaan yang 

dipraktekkan oleh sekelompok masyarakat.
11

 Dengan kata lain „urf dapat 

diartikan sebagai adat istiadat.
12

 Dalam hal ini, tidak semua „urf dapat diambil 

sebagai sumber hukum Islam, melainkan hanya „urf yang shahih saja yang 

dijadikan acuan fiqh. Abu Zahra menyebut ada „urf fasid dalam penjelasannya 

adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan nash Al-Qur‟an, sedangkan 

„urf shahih adalah adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat 

Islam.
13

  

Sebagai umat Islam yang beragama kepatuhan terhadap aturan-aturan yang 

ada bukan hanya tunduk pada norma agama saja  melainkan juga dituntut 

untuk patuh terhadap norma adat yang berlaku ditatanan masyarakat. Namun 
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terkadang aturan adat yang berlaku di masyarakat sering terjadi kontroversi, 

yang mana aturan tersebut kadang berjalan sesuai norma agama dan terkadang 

bertentangan dengan aturan agama. 

Salah satu kebudayaan adat yang menjadi perhatian peneliti terkait 

masalah pernikahan yaitu adat kebiasaan di Desa Tanjung Seloka Kabupaten 

Kotabaru yang mengikuti kebiasaan budaya suku Mandar. Menjelaskan 

tentang upacara pernikahan, maka sejak dari proses sebelum 

menyelenggarakan upacara pernikahan sampai akhir acara pernikahan  tidak 

bisa lepas dari adat kebiasaan yang sudah menjadi turun temurun 

dilaksanakan. 

Bagi masyarakat Tanjung Seloka pernikahan bukan hanya pemenuhan 

biologis semata, akan tetapi dipandang dari arti sisi sosilogisnya. Bahwa 

pernikahan itu sangat sakral dan ada tanggung jawab baru dari seorang anak 

serta merubah status seorang anak menjadi orang tua nantinya. Sehingga 

dalam pelaksanaan pernikahan dilakukan dengan penuh kemeriahan dan pesta. 

Adapun yang menjadi tolak ukur bagi masyarakat Tanjung Seloka agar 

terlaksana upacara adat pernikahan yaitu jumlah uang acara atau uang belanja 

pernikahan yang dalam penyebutan bahasa di Desa Tanjung Seloka ialah 

akkeang. Dengan demikian, dalam kesepakatan para jumhur ulama bahwa 

akkeang (uang acara) yang hukumnya sunnah muakkad namun dijadikan 

sesuatu hal yang mutlak harus ada bagi masyarakat Tanjung Seloka dalam 
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melaksanakan pernikahan, karena akan digunakan sebagai uang acara atau 

uang belanja untuk keperluan acara-acara pernikahan. 

Penentuan penetapan jumlah uang acara akkeang yang terbilang tinggi 

sangatlah diprioritaskan, sehingga dari pihak keluarga calon laki-laki apabila 

tidak bisa memenuhi keinginan dari keluarga pihak calon perempuan maka 

secara langsung proses lamaran tidak diterima oleh pihak keluarga perempuan 

dan proses pelaksanaan pernikahan tidak bisa dilanjutkan. 

Penerapan seperti inilah yang menjadikan banyak pemuda berfikir apatis 

(tidak peduli) hingga melanggar syariat agama Islam dengan melakukan 

kemaksiatan, dan tidak sedikit dari mereka yang ingin menikah melakukan 

kawin lari Sipaindongang  untuk menghindari tingginya jumlah uang acara.  

Selain diikat dari adat yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. 

Pandangan seperti ini muncul dan menjadi bahan yang tidak harus 

dipermasalahkan lagi karena masyarakat Tanjung Seloka beranggapan bahwa 

tingginya jumlah  uang acara yang ditentukan dari pihak keluarga perempuan 

akan memudahkan pihak perempuan dalam setiap pengeluaran selama proses 

pernikahan dan meminimalisir terjadinya suatu hutang bagi pihak keluarga 

mempelai perempuan dalam pengeluaran acara tersebut. 

Dalam pelaksanaan acara pernikahan adat Tanjung Seloka hendaknya 

diadakan dengan sesederhana mungkin sebagaimana yang telah diatur dalam 

syariat Islam. Islam melarang orang yang suka berlebih-lebihan apalagi 

bertujuan untuk memamerkan kekayaan (riya) yang merupakan bentuk sifat 
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mubazir. Allah SWT menyebut orang-rang yang mubazir adalah sebagai 

saudara syaitan. Sebagaimana firman Allah SWT: 

ريِْنَ كَانُ اِخْوَانَ  يْطاَنُ لِرَبوِِّ كَفُوْراً. اِنَّ الْمُبَذِّ يَاطِيِْْ وكََانَ الشَّ   الشَّ

Artinya: “Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan 

syaitan itu adalah sangat ingkar pada Tuhannya”. (QS. Al-Isra‟ 27:17).
14

 

Dalam pandangan yang lain peneliti juga menemukan alasan dari 

masyarakat yang mendasari penentuan jumlah uang acara menjadi besar, 

sebagian besar masyarakat memelihara sifat gengsi sangat tinggi yang 

menjadikan jumlah uang acara harus sesuai yang mereka inginkan terutama 

bagi mereka yang berkecukupan serta yang mempunyai anak perempuan 

dengan berpendidikan tinggi jumlah akkeang  yang  diinginkan keluarga calon 

perempuan juga bisa menjadi suatu prestasi yang dapat dibangga-banggakan. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang masalah ini yang hasilnya nanti akan peneliti tuangkan dalam sebuah 

skripsi dengan judul “Persepsi Masyarakat Tanjung Seloka Kabupaten 

Kotabaru Terhadap Kesepakatan Akkeang” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka ada beberapa hal yang 

dapat dijadikan pokok pembahasan atau permasalaham sebagai bahan 

penelitian yaitu: 

1. Bagaimana gambaran penetapan akkeang di masyarakat Tanjung 

Seloka Kabupaten Kotabaru? 

2. Bagaimana persepsi masyarakat Tanjung Seloka terhadap akkeang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Ingin mengetahui gambaran penetapan akkeang di masyarakat Tanjung 

Seloka Kabupaten Kotabaru 

2. Ingin mengetahui persepsi masyarakat Tanjung terhadap akkeang 

 

D. Signifikansi Penelitian 

Peneliti mengharapkan untuk sekarang dan masa yang akan datang hasil 

penelitian ini berguna dalam hal sebagai berikut: 

1. Sebagai landasan pemikiran yang dapat menjadi tambahan khazanah 

keilmuan  khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam. 

2. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti 

masalah ini dengan aspek atau sudut pandang yang berbeda. 



9 
 
 

        

3. Sebagai wawasan ilmu pengetahuan untuk peneliti dan pembaca pada 

umunya. 

4. Sebagai tambahan pustaka bagi perpustakaan UIN Antasari, serta 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini. 

5. Sebagai bahan bacaan bagi sejumlah masyarakat yang membutuhkan 

mengenai masalah akkeang dan mahar. 

 

E. Definisi Operasional 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan 

diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut : 

1. Persepsi, adalah pandangan seseorang atas suatu peristiwa.
15

  Persepsi 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengalaman masyarakat 

Tanjung Seloka dalam memahami proses pelaksanaan tradisi akkeang. 

2. Masyarakat adalah sejumlah  manusia dalam arti seluas-luasnya dan 

terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang sudah 

mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan akkeang dan bagi mereka 

yang banyak mengetahui dalam proses pelaksanaan akkeang. 

3. Kesepakatan adalah perihal dari sepakat konsensus yaitu setuju.
16

 

Kesepakatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keluarga dari 
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pihak laki-laki bisa menerima permintaan jumlah akkeang yang 

diinginkan dari keluarga perempuan.  

4. Akkeang diambil dari bahasa daerah Mandar khususnya Masyarakat 

Tanjung Seloka. Dalam bahasa keseharian  yaitu uang acara atau uang 

yang dipergunakan untuk biaya acara resepsi pernikahan suatu 

pengantin dan untuk biaya belanja ekonomi lainnya selama proses 

pernikahan. 

 

F. Kajian Pustaka 

Bahwasanya untuk memperjelas dalam penelitian peneliti, maka sengaja 

peneliti mencantumkan kajian pustaka supaya menunjukkan keaslian dalam 

penelitian  ini dan untuk  membedakan penelitian ini dengan penelitian yang 

telah ada sebagai berikut : 

1.  Skripsi yang disusun oleh Hidayaturrahman pada tahun 2006 yang 

berjudul “Persepsi Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Terhadap 

hiburan Dalam walimatul „ursy”. Dalam skripsi ini memaparkan 

tentang pendapat para Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

terhadap walimatul „ursy terkait acara hiburan dalam perkawinan. Dan 

dari hasil tersebut, ternyata ada perbedaan pendapat dikalangan para 

ulama mengenai pemenuhan acara hiburan dalam walimatul „ursy. 

Sedangkan, perbedaan penelitian yang peneliti lakukan adalah peneliti 
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lebih mengarahkan kepada persepsi para masyarakat Tanjung Seloka 

mengenai kesepakatan akkeang atau dalam kata lain ialah uang acara 

khusus digunakan untuk acara pernikahan. 

2. Skripsi yang disusun oleh Reski Kamal pada tahun 2016 yang 

berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai‟ Di Kelurahan 

Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar”. Dari 

skripsi ini menjelaskan tentang persepsi Masyarakat terhadap tradisi 

uang panai‟ yang menjadikan uang panai‟  sangat penting dalam suatu 

perkawinan, bukan hanya sebagai syarat pernikahan dari adat Suku 

Bugis-Makassar, tetapi sebagai uang belanja karena berfungsi dalam 

rangka meningkatkan status sosial, gengsi sosial dan kelancaran atau 

keberhasilan suatu perkawinan.  Perbedaan penelitian yang peniliti 

lakukan adalah peneliti lebih menitik beratkan pada persepsi 

masyarakat Tanjung Seloka Kabupaten Kotabaru tentang akkeang  

atau uang acara pernikahan. 

3. Skripsi yang disusun oleh  Suria Nensi pada tahun 2017 yang berjudul 

“Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar dan Uang Panai‟ Pada Adat 

Pernikahan di Desa Tanete Kabupaten Gowa”. Dalam skripsi ini 

mengenai penentuan mahar dan uang panai‟ pada adat pernikahan 

masyarakat Desa Tanete Kabupaten Gowa terlebih dahulu ada dua 

proses yang dilakukan yaitu yang pertama Attoa Angka yaitu pihak 

laki-laki terlebih dahulu berkunjung ke rumah keluarga pihak 

perempuan untuk mencari informasi mengenai anak gadis yang akan 
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dilamar dan yang kedua yaitu A‟jangang-jangang  yaitu pihak laki-

laki datang kembali kepada pihak perempuan untuk memastikan 

bahwa anak gadisnya itu benar-benar belum ada melamarnya, mahar 

dan uang panai‟ merupakan faktor yang menentukan berlangsungnya 

suatu pernikahan, pernikahan tidak akan berlangsung jika mahar dan 

uang panai‟ tidak sesuai dengan keinginan pihak keluarga perempuan. 

Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan adalah peniliti lebih 

mengarah pada persepsi masyarakat Tanjung Seloka Kabupaten 

Kotabaru  terhadap kesepakatan akkeang atau uang acara yang 

otomatis proses lamaran diterima dan pelaksanaan pernikahan dapat 

dilakukan. 

4. Skripsi yang disusun oleh Andi Rifa a‟atusy Syarifah pada tahun 2010 

yang berjudul “persepsi Masyarakat Terhadap Mahar dan Uang Acara 

(Dui‟ Menre) Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bugis di Desa 

Watuto Kec. Marioriwawo Kab.Soppeng (Tinjauan Antropologi 

Agama)”. Dalam pernikahan Bugis terdiri dari dua jenis uang serahan, 

yakni serahan mahar (Sompa) dan uang acara (Dui‟ Menre), dengan 

masing-masing jumlahnya sama besar dan harus ditunaikan oleh calon 

laki-laki serta lebih mengutamakan pernikahan ideal yaitu pernikahan 

dalam lingkungan keluarganya atau disebut dengan pernikahan 

Endogami. Sedangkan, yang membedakan dalam penelitian yang 

peneliti lakukan adalah peniliti lebih menitik beratkan pada persepsi 

masyarakat Tanjung Seloka Kabupaten Kotabaru mengenai akkeang 



13 
 
 

        

atau uang acara dalam jumlah besar yang bisa mengakibatkan mahar 

tidak diterima dan pernikahan tidak bisa dilaksanakan. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Peneliti menyusun penelitian ini kedalam lima bab dengan sistematika 

penulisansebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, kegunaan penelitian, kajian 

pusaka, dan sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori, pada bab ini akan dijelaskan tentang pernikahan 

adat di Indonesia dan Konsep Walimatul „Ursy dalam hukum Islam, 

Passorong dalam  adat Mandar serta Pernikahan dalam tradisi adat Mandar. 

Bab III Metode Penelitian, yang memuat tentang jenis, sifat, lokasi 

penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisa data, dan prosedur 

penelitian. 

Bab IV Penyajian data dan Analisis, yaitu berisi tentang gambaran umum 

lokasi penelitian, laporan hasil penelitian dan analisa data serta jawaban atas 

rumusan masalah 

Bab V Penutup, yang beirisi kesimpulan dan saran-saran sebagai bahan 

masukan terhadap hasil analisis  pembahasan. 

  


